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ABSTRAK 
Nama   : Hamsinar 
Nim   : 90100115136 
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam 
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap 
Transaksi  E-Commerce Menurut Hukum Islam dan 
Hukum Positif (Studi pada Shopee) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak konsumen 
dalam transaksi e-commerce di shopee serta bentuk upaya hukum apabila  ada 
konsumen yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 
dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dan 
pendekatan yuridis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) upaya perlindungan hukum 
konsumen dalam transaksi shopee telah tertera pada persyaratan dan ketentuan 
layanan, upaya perlindungan konsumen di fokuskan pada pengembalian barang 
(reteurn), pengembalian dana (refund). (2) perlindungan hak konsumen dalam 
transaksi e-commerce di shopee pada dasarnya telah sesuai dengan hukum islam 
dimana didalamnya terdapat hak khiyar yaitu pengembalian barang dan dana. 
Berdasarkan hukum positif bentuk perlindungan hak konsumen sebagian besar 
aturannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tetapi masih ada 
aturan yang tidak sesuai yaitu terkait dengan pemberian informasi yang jelas 
kepada konsumen, hal ini berkaitan dengan pengembalian barang dan dana yang 
masih terdapat aturan yang prosudurnya sulit. 
Implikasi penelitian ini diharapkan adanya kesadaran konsumen untuk lebih 
cerdas dalam melakukan transaksi jual beli khususnya jual beli online dengan 
membaca terlebih dahulu ketentuan layanan dan keterangan mengenai barang yang 
akan dibeli. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hak Konsumen, E-Commerce
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pada era modern sekarang ini dimana penegakan hukum menjadi lebih kuat, 
serta keinginan masyarakat madani terus didorong, maka setiap perusahaan yang 
menjalankan bisnisnya diharapkan mampu menjadi salah satu driven force dalam 
mewujudkan semua itu. Kalangan pebisnis adalah mereka yang selama ini dianggap 
memiliki peran besar dalam mempertemukan keinginan pemerintah dan 
masyarakat.1  
Bisnis merupakan semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang 
terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh  
masyarakat. Kegiatan bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan 
barang dan jasa melalui saluran produktif, dari membeli bahan mentah sampai 
dengan menjual barang jadi.2 
Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa bisnis adalah aktivitas ekonomi 
manusia yang bertujuan mencari keuntungan semata-mata. Karena itu cara apapun 
boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, aspek 
moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis dan bahkan dianggap membatasi 
aktivitas bisnis.  Berlawanan dengan kelompok pertama, kelompok lain 
berpendapat bahwa bisnis bisa disatukan dengan etika. Kalangan ini beralasan 
 
1Irham Fahmi, Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 3. 
2Francis Tantri, Pengantar Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 6. 
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bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia 
dalam semua aspek kehidupannya, tidak terkecuali aktivitas bisnis.3 
Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang perlindungan konsumen, 
yang  merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya 
suatu keberhasilan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hak konsumen 
dalam islam disebut dengan hak khiyar, yaitu hak pilih bagi konsumen ataupun 
pelaku usaha. Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan 
berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan 
dengan asas-asas mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk 
suatu kebaikan dan perilaku etis dalam bidang bisnis.4 Allah swt mencintai siapa 
saja yang melakukan kebaikan, sebagaimana difirmankanNya dalam QS. Al-
Baqarah/2:195 : 
                        
       
Terjemahnya: 
“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”5 
Di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-Undang tentang perlindungan 
terhadap konsumen (UUPK) yang menggariskan tentang asas-asas dalam bisnis. 
 
3M. Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum 
Islam”, Ulumuddin, Volume V (2011): h. 7. 
4M. Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum 
Islam”, h. 8. 
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 30 
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Pada dasarnya Undang-Undang ini mempunyai tujuan yang sama dengan 
perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara 
pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap 
konsumen.6 
Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harus 
diusahakan peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan 
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan 
sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. UUPK yang berasaskan keadilan, 
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, 
harus pula dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha, sehingga dapat tercipta perekonomian yang sehat.7  
Berdasarkan hasil Indeks Keberdayaan Konsumen, masih terdapat banyak 
masyarakat yang tidak mengetahui undang-undang perlindungan konsumen dan 
tidak mengajukan komplain ketika dirugikan. Hasil survey mengungkapkan bahwa 
hanya 42% konsumen yang mengalami masalah, selebihnya memilih tidak 
melakukan pengaduan dengan alasan yang disampaikan bervariasi, ada konsumen 
yang beralasan risiko kerugian yang diterima dinilai tidak besar sebanyak 37%, 
tidak mengetahui tempat pengaduan 24%, menganggap proses pengaduan lama dan 
rumit 20%, ada pula yang beralasan telah mengenal baik penjual sebesar 60%.8 
 
6Nuhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal Ius, Vol 3. No. 9 (2015): h. 527.  
7Moh Issamsudin, “Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah”, Jurnal 
Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 (2018): h. 289. 
8 http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2018/04/23/undang-undang-perlindungan-
konsumen-belum-maksimal/ diakses pada tanggal 6 Agustus 2019 
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Kerugian konsumen tidaklah selalu merupakan akibat dari tindakan 
melawan hukum pihak pelaku usaha. Bukan pula selalu karena kesengajaan 
maupun kelalaian pelaku usaha. Di sinilah peran konsumen terkait hak-haknya, 
harus mendapat perhatian serius bersama.  Untuk itu konsumen harus selalu 
berusaha dengan cara yang benar untuk mendapatkan informasi tentang hak-
haknya, mendapatkan hak-haknya dan tidak tinggal diam saat ada pelanggaran 
terhadap hak-haknya. Di sisi lain sebagai seorang pengusaha haruslah berusaha 
untuk memenuhi hak konsumen dengan tidak melakukan praktik bisnis yang dapat 
merugikan konsumen.  
Fenomena yang sedang trend di Indonesia pada saat ini yaitu, yaitu aktivitas 
perdagangan melalui eletronik (e-commerce). E-commerce tersebut terbagi atas dua 
segmen yaitu business to business e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha) 
dan business to consumer ecommerce (perdagangan pelaku usaha dengan 
konsumen). Dengan adanya perdagangan elektronik tersebut mempermudah 
masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan.9 
Kehadiran e-commerce memberikan kemudahan kepada konsumen, karena 
untuk berbelanja tidak perlu keluar rumah, disamping itu pilihan barang/jasapun 
beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang 
positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat 
memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang 
diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan 
 
9 Aztar Muttaqin, “Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”, 
Ulumuddin, Volume Vi No. Iv (2010), H. 460.   
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kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi 
tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi 
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.10 
Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor 
pendorong berkembangnya e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce 
diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Dengan peraturan tersebut 
memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan 
dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, 
sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua 
diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran 
hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi 
pidananya.11 
Salah satu e-commerce terbaik di Indonesia adalah Shopee yang merupakan 
salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Sea Group, dan di Indonesia 
dikelola oleh PT.Shopee Indonesia. Bisnis Customer to Costumer (C2C) mobile 
marketplace yang diusung shopee memungkinkan kehadirannya dapat mudah 
diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Indonesia. Sejak 
peluncurannya, shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, 
bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah di download oleh lebih dari 
 
10Setia Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui 
e-Commerce, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2 Februari-Juli (2014), h. 290. 
11Ratu Humaemah, “Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen  
yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce”, Jurnal Islamiconomic, Vol.6 No.1 Januari – Juni (2015): 
h. 48. 
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43.000.000 (empat puluh tiga juta) pengguna. Menawarkan one stop mobile 
experience, Shopee menyediakan fitur live chat yang memudahkan para penjual dan 
pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat 
Seiring dengan perkembangan bisnis e-commerce tak dapat dipungkiri 
bahwa masih saja terjadi berbagai permasalahan, seperti halnya terjadi wanprestasi 
atau barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan pesanan, pengembalian 
barang (return) yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Jika terjadi 
pengembalian dana akibat pembatalan transaksi, banyak konsumen yang 
mengeluhkan proses pengembalian dana yang lambat, sulit dan kurang 
mendapatkan respon.  
Meskipun peraturan mengenai transaksi elektronik sudah tersedia namun, 
pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Penyelesaian kasus yang tidak maksimal 
dan juga cenderung mengabaikan hak-hak konsumen, dan banyak pula kasus yang 
tidak ada penyelesaiannya, hal tersebut karena konsumen lebih memilih untuk tidak 
mempermasalahkannya. 
 Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan peenelitian 
dengan judul “Analisis Perlindungan hak konsumen Terhadap Transaksi E-
Commerce menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi  Pada Shopee)” 
B. Rumusan Masalah 
Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis perlindungan 
hak konsumen terhadap transaksi e-commerce menurut hukum islam dan hukum 
positif pada marketplace shopee, berdasarkan pokok masalah tersebut maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual 
beli di shopee? 
2. Bagaimanakah perlindungan hak konsumen dalam transaksi e-commerce 
menurut hukum ekonomi islam dan hukum positif ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus kajian yang akan dibahas oleh peneliti adalah terkait Perlindungan 
konsumen dalam transaksi e-commerce menurut hukum ekonomi islam dan hukum 
positif pada platform shopee. 
2. Deskripsi Fokus  
Penelitian ini berorientasi pada perlindungan bagi konsumen yang 
melakukan transaksi elektronik pada salah satu platform jual beli online shopee, 
yang merupakan salah satu situs belanja terbesar di Indonesia dan memiliki banyak 
pelanggan. 
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan kajian pustaka dengan 
beberapa peneliti terdahulu. Sehingga peneliti menggunakan beberapa kajian 
pustaka dengan penelitian mengenai perlindungan hak konsumen yang memiliki 
kesamaan dengan judul yang akan dibahas pada penelitian ini. Berikut kajian 
pustaka yang peneliti gunakan yakni:  
1. Feri Widiastuti, dengan judul skripsi perlindungan hukum konsumen dalam 
jual beli online studi kasus instagram. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
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perlindungan konsumen yang mengalami kerugian pada transaksi jual beli 
secara online di instagram. 
2. Ni Kadek Ariati, jurnal ilmu hukum dengan judul perlindungan hukum bagi 
konsumen dalam melakukan jual beli secara online. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana peranan hukum dalam melindungi konsumen 
yang melakukan jual beli secara online. 
3. Bayu Adinugroho, dengan judul skripsi perlindungan hukum konsumen 
dalam perjanjian jual beli melalui internet studi kasus distro anyway 
Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi 
perjanjian dalam jual beli melalui internet serta perlindungan hukum bagi 
konsumen pada saat perjanjian jual beli secara online dilakukan. 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hak 
konsumen dalam transaksi e-commerce serta bentuk upaya hukum bagi konsumen 
yang dirugikan dalam transaksi tersebut. 
F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 
pihak secara teoritis maupun praktis: 
1. Secara Teoritis 
a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi islam terkhusus dalam 
bidang muamalah. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian dalam 
bidang ekonomi islam. 
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2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pihak pengusaha ataupun yang 
terkait mengenai pentingnya perlindungan hak konsumen. Selain itu, penelitian ini 
pun dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga lebih mengetahui dan memahami 
haknya sebagai konsumen.  
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 BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Muamalah 
Secara umum agama islam meliputi dua ajaran pokok, yakni akidah dan 
syariah. Akidah mengatur masalah-masalah yang harus diyakini manusia meliputi, 
iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, Rasul-rasulNya, kitabNya, hari kiamat, 
dan percaya pada qadha dan qadhar. Syariah merupakan aturan yang mengatur 
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia.  
Muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti 
mufa’alah al-‘amal (saling melakukan pekerjaan) atau ta’amul ma’a al-ghair 
(saling bekerja dengan orang lain). Kata-kata mufa’alah menghendaki saling 
bekerja antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan, seperti 
halnya jual beli dan sejenisnya. Sedangkan muamalah secara istilah diartikan 
sebagai hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama 
manusia mengenai masalah keduniawian.12 
Agar kegiatan muamalah sejalan dengan ketentuan agama, haruslah selaras 
dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran islam. Prinsip-
prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam aktivitas yang 
berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Adapun yang 
menjadi prinsip dasar muamalah yaitu:13 
 
12Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan 
Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 4. 
13Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan 
Syariah, h. 4. 
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a. Mubah 
Segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh atau mubah. Setiap akad 
muamalah yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya 
adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini didasarkan 
pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:275 : 
              ….. 
Terjemahnya:  
“…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”14 
b. Halal 
Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci 
zatnya sesuai dengan QS Al. Maidah/5:88 : 
                            
Terjemahnya: 
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 
rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya”15 
c. Sesuai dengan Ketentuan Syariah dan Aturan Pemerintah 
Setiap muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan menaati ketentuan 
yang ada dalam al-Qur’an dan Hadist, Ijmak, ulama, serta peraturan pemerintah. 
Dengan dasar prinsip ini, segala transaksi yang membawa kearah postif atau 
 
14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 46. 
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 122 
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kebaikan dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur 
dalam syariat. Hal ini sesuai dengan QS An-Nisa/4:59 : 
                         ..... 
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu….”16 
d. Asas Manfaat 
Muamalah dalam islam harus mengandung manfaat serta menghindari 
bentuk kesia-siaan, karena hal tersebut merupakan sikap mubazir dan orang yang 
melakukan hal tersebut termasuk saudara setan sesuai dengan QS Al-Isra/17:27 : 
                          
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”17 
e. Asas Kerelaan 
Setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesame manusia yang 
harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar 
dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan dan intimidasi pada salah satu 
pihak atau pihak lain, sesuai dengan QS An-Nisa/4:29 : 
 
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 87 
17Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 284. 
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                         
                         
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”18 
 
Menurut Muhammad dan Alimin, sebenarnya dalam muamalah sangat sarat 
dengan perlindungan konsumen. Untuk melindungi konsumen maka dalam fiqh 
islam dikenal berbagai perangkat istilah hukum seperti pelarangan bai al-gharar 
(jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan), pemberlakuan hak 
khiyar (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi dengan alas an yang 
dapat diterima), beberapa hal yang merusak kebebasan transaksi seperti adanya al-
galt (tidak adanya persesuaian dalam jenis dan sifat barang), al-gubn (adanya tipuan 
yang disengaja) dan lainnya. 
 
1. Jual Beli 
a. Pengertian Jual Beli 
Secara etimologi jual bel (al-bai) merupakan pertukaran barang dengan 
barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua 
sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara 
terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya 
 
18Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 83. 
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adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar 
sesuatu yang disenangi  dengan barang yang setara dengan nilai dan manfaatnya 
bagi kedua pihak.19 
Berdasarkan pengertian secara terminologi dapat disimpulkan bahwa jual 
beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan 
uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan 
untuk memiliki barang tersebut. 
b. Dasar Hukum Jual Beli 
Dasar hukum Jual beli adalah Al-Qur’an dan Hadits. Sebagaimana firman 
Allah dalam QS An-Nisa/ 4:29 : 
                         
                              
 
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”20 
Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:198: 
                    ....    
Terjemahnya: 
 
19Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21. 
20Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 83. 
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“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu.”21 
c. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal 
agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal disebut rukun. Menurut 
ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal 
yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan 
kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika terjadi ijab, maka jual beli 
dianggap telah berlangsung.22 Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli 
yaitu: pertama Orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli), 
kedua yaitu Sigat (lafal ijab dan qabul), ketiga yaitu Ma’qud 'alaih (barang yang 
dibeli)  dan terakhir Nilai tukar pengganti barang. 
Sedangkan syarat jual beli adalah jual beli dilakukan dengan unsur rela 
antara dua pihak, pihak yang melakukan akad adalah yang diperbolehkan, obyek 
transaksi jelas dan dapat diperjualbelikan serta adanya harga yang jelas saat 
transaksi. 
2. Jual Beli E-Commerce 
Transaksi jual beli di dunia maya atau e-commerce merupakan salah satu 
produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung 
antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi. Transaksi elektronik (e-
 
21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 30. 
22Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, h. 25. 
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commerce) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 
komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. 23 
 Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. 
Sarana transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada di dalam dunia maya. 
Transaksi ini umumnya menggunakan media sosial, seperti twitter, facebook, dan 
media sosial lainnya. Dalam transaksinya, kedua belah pihak tidak bertemu 
langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi baik secara audio maupun audio 
visual.24 
 Akad dalam transaksi eletronik didunia maya berbeda dengan akad secara 
langsung, dimana e-commerce biasanya menggunakan akad secara tertulis (email, 
short message, Blackberry Massenger dan sejenisnya) atau menggunakan lisan 
melalui via telpon. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini 
dianggap sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya apabila 
rukun dan syarat tidak terpenuhi maka transaksi dianggap tidak sah.25 
 Dalam transaksi mengunakan internet, permohonan barang oleh pihak 
penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang 
telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Setelah ijab qabul, pihak penjual 
meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah 
uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa 
pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini mayoritas para Ulama 
 
23Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
24Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, h. 32 
25Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, h. 33 
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menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan 
memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang 
mempengaruhi harga barang.26 
Bentuk dan obyek barang yang menjadi obyek transaksi e-commerce 
biasanya hanya berupa gambar ataupun video yang menunjukkan barang aslinya 
kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Barang akan dikirim setelah 
uang dibayar. Mengenai metode pembayaran atau penyerahan uang sebagai 
pengganti barang maka umumnya dilakukan secara transfer. Dalam islam jual beli 
secara online disebut jual beli salam. 
Bai salam merupakan jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan 
diserahkan pada waktu tertentu. Atau dengan arti lain adalah suatu benda yang 
disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, 
barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan.27 
Jual beli salam didefinisikan dengan bentuk jual beli bentuk jual beli dengan 
pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, 
spesifikasi, ciri-ciri, sifat, jenis, kualitas dan jaminannya sesuai dengan kepekatan 
yang telah disepakati sebelumnya.28 
B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
 
26Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Islam, Ahdaulah, Volume 1 
Nomor 2 Desember (2017): h. 378. 
27Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 147. 
28Ashabul Fadhli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam 
Transaksi E-Commerce, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 15 No. 1 (2016): h. 13.  
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Kegiatan bisnis merupakan suatu hubungan yang saling membutuhkan 
antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh 
laba atau profit dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen 
adalah memperoleh  kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya dengan produk 
tertentu.29 
Pada hakikatnya, untuk menjaga dan menjamin keseimbangan kedudukan 
antara konsumen dan pelaku usaha ini dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat 
8memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlunya perlindungan 
terhadap konsumen itu karena pada umumnya konsumen berada pada posisi yang 
lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha (produsen), baik secara ekonomi, 
tingkat pendidikan atau kemampuan, daya bersaing maupun dalam posisi tawar-
menawar.30 
Perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun yang 
dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.31 
Pengertian perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai dan diharapkan sebagai benteng 
 
29Abdul R. Saliman,  Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: 
Kencana, 2015), h. 202.   
30Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2009), h. 22. 
31 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, Pasal 1 
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untuk meniadakan tindakan sewenang wenang yang merugikan oleh pelaku usaha 
hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen itu sendiri. Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen ini cukup jelas apabila telah dipahami oleh semua pihak, 
karena di dalamnya juga memuat jaminan adanya manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum bagi 
konsumen, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam menentukan 
hak-haknya sebagai konsumen. 
Berdasarkan pengertian perlindungan konsumen, pada prinsipnya ada dua 
pihak yang terkait dengan perlindungan konsumen yaitu konsumen dan pelaku 
usaha. 
a. Konsumen 
Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan 
atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Adapun istilah konsumen berasal dari 
bahasa inggris yaitu “consumer”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “consument”. 
Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang 
diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan 
barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.32 
Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen 
pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk 
menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari 
 
32Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya 
Bakti, 2010), h. 17. 
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maksud yang sesungguhnya.33  Beberapa peraturan undang-undang memberikan 
pengertian tentang konsumen. Misalnya, dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen Pasal 1 angka (2), yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.34 
Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen 
antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, 
sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk 
sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Maka yang dimaksud 
dari pengertian konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen 
adalah konsumen akhir35 
Hak konsumen dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999:  
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa.  
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.  
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa.  
 
33Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum 
Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 61. 
34 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, Pasal 1. 
35Celina , Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : Sinar Garfika 2008) h. 22 
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4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan.  
5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 
perlindungan konsumen secara patut.  
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.  
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif.  
Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi 
dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan mengikuti 
upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 36  
b. Pelaku Usaha 
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.37 
Dalam perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha 
yang disebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7 UUPK. Ketika kedua belah pihak 
melakukan suatu transaksi memungkinkan timbulnya persoalan dalam pengadaan 
 
36Rebuplik Indonesia,UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4.  
37Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, h. 19. 
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barang. Munculnya pelanggaran dalam transaksi disebabkan karena konsumen dan 
pelaku usaha tidak mengetahui hak dan kewajibannya.   
Pasal 6 tentang hak pelaku usaha adalah:38 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.  
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik.  
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 
sengketa konsumen.  
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.   
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.  
Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha adalah:39  
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.  
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 
dan pemeliharaan.  
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif.  
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.  
 
38Rebuplik Indonesia, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 pasal 6 
39Rebuplik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 7 
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e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang 
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.  
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan.  
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  
Dalam ketentuan Pasal 2 UUPK ditentukan bahwa perlindungan konsumen 
berasaskan manfaat, keadalian, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan 
konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan 
sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan 
nasional, yaitu:40 
1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan 
manfaat sebesar-sebesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 
secara keseluruhan. 
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipas rakyat bisa diwujudkan secara 
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha 
untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. 
 
40Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2017), h. 192.  
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3. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan 
kesimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 
materil ataupun spiritual. 
4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan 
jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan 
dan pemakaian, serta pemanfaatan barang dan jasa. 
5. Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati 
hukum dan juga memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan peerlindungan 
konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.  
Adapun tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:41 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri. 
b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan 
dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
d. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 
informasi. 
 
41Abdul R. Saliman,  Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, h. 203.   
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e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 
berwirausaha. 
f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha 
produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanaan dan keselamatan konsumen. 
Perlindungan hukum kepada konsumen merupakan hal yang semakin 
penting disebabkan antara lain faktor-faktor pertama, kedudukan konsumen yang 
relatif lemah dibanding produsen. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efesiensi produsen dalam 
menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, perubahan konsep pemasaran yang 
mengarah pada pelanggan dalam kontek lingkungan eksternal yang lebih luas pada 
situasi ekonomi global. 42  Adapun mengenai prinsip-prinsip perlindungan 
konsumen yaitu: 
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian dan Kesalahan 
Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah prinsip tanggung 
jawab yang bersifat subyektif, yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh 
produsen. Kelalain produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen 
merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti 
rugi kepada produsen.  
2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi 
 
42Ozi Nofandi, Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayarpada  Pt  Xl  
Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, skripsi, (Riau: UIN Syarif Kasim, 2013), h. 34 
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Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian 
dari tanggung jawab berdasarkan kontrak. Dengan demikian suatu produk yang 
rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik 
tertulis maupun tidak tertulis. Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah 
penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu kewajiban yang didasarkan pada 
upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya walaupun 
produsen telah berupaya memenuhi janjinya akan tetapi konsumen tetap merasa 
dirugikan, maka produsen tetap di bebani tanggung jawab. Namun kelemahannya 
adalah, pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinanan 
adanya bantahan dan persyaratan hubungan kontrak.43 
3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 
Secara umum hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan 
hubungan yang terus-menerus dan berkesinambugan. Hubungan  tersebut terjadi 
sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, penawaran hingga pada akibat 
mengomsumsi barang tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam perlindungan 
konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, yang memasarkan 
produknya yang berdampak pada kerugian konsumen. Selanjutnya asas tersebut 
dikenal dengan nama product liability, menurut asas ini produsen wajib 
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk 
yang dipasarkannya. 44 
 
43Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 92. 
44Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 96-97. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
mengakomodasi dua prinsip penting yakni, tanggung jawab produk (product 
liability) dan tanggung jawab professional (professional liability). Tanggung jawab 
produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada 
pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang 
melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab professional berhubungan dengan 
jasa yakni tanggung jawab professional yang diberikan kepada klien. Adapun 
lembaga-lembaga perlindungan konsumen yaitu: 
a) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dibentuk dalam rangka 
mengembangkan upaya perlindungan konsumen, yang berkedudukan di Ibu Kota 
Negara RI dan bertanggung jawab kepada presiden. BPKN mempunyai fungsi 
memberikan saran dan juga pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya 
mengembangkan perlindungan konsumen.45 
 Guna menjalankan fungsinya dalam memberikan saran dan pertimbangan 
kepada pemrintah, BPKN mempunyai tugas:46 
1) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka 
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. 
2) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan 
perundangundangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. 
 
45Ahmad  Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2015), h. 199. 
46 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, Pasal 34. 
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3) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut 
keselamatan konsumen. 
4) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat. 
5) Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsmen 
dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. 
6) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, 
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha. 
7) Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 
b) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
Pengakuan pemerintah terhadap LPKSM bukanlah tanpa syarat, LPKSM 
harus terdaftar pada pemerintahan kabupaten/kota dan bergerak dalam bidang 
perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. 
Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan 
perizinan. Tugas dari LPKSM lebih mengacu pada pemberian informasi kepada 
masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai konsumen. 47 
c) Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (BPSK) 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 membentuk suatu lembaga dalam 
hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK). Pasal 1 butir 11 UUPK menjelaskan bahwa BPSK adalah badan yang 
bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan 
 
47Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 139. 
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konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa 
konsumen yang berskala kecil.48 
Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan, terutama bagi 
konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen karena sengketa 
antara konsumen dan pelaku usaha, biasanya nominalnya kecil sehingga tidak 
mungkin mengajukan sengketanya ke pengadilan karena tidak sebanding dengan 
biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.49 
C. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap 
berkembangnya informasi dan transaksi yang berbentuk elektronik. Undang-
undang ini disebut dengan UUITE yang telah disahkan pada 21 April 2008. 
Mengenai aturan transaksi elektronik diatur dalam pasal 17 Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:50 
a. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup 
publik, ataupun privat.  
b. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam 
melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.  
 
48Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 
Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana 2011), h. 74. 
49Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 
Acara Serta Kendala Implementasinya, h. 74. 
50Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik, pasal 17 
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c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik 
akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
Selanjutnya ketentuan dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:51 
a. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik 
mengikat para pihak.  
b. Para pihak .memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku 
bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.  
c. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi 
Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas 
Hukum Perdata Internasional.   
d. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, 
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang 
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi 
Elektronik internasional yang dibuatnya.  
e. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga 
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani 
sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada 
asas Hukum Perdata Internasional.  
 
51Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik, pasal 1 
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Pasal 19 dan 20 UUITE menyebutkan, bahwa pihak yang melakukan 
transkasi elektronik, harus menggunakan system elektronik yang telah disepakati. 
Kecuali ditentukan Lin oleh para pihak, transkasi elektronik terjadi pada saat 
penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh 
penerima. Persetujuan atas penawaran harus dilakukan dengan pernyataan 
penerimaan secara elektronik. 
D. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Commerce 
Shopee 
Hak Pembeli Hak Penjual 
Konsumen 
Terlindungi 
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 BAB III 
 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang 
merupakan penelitian yang mencoba mencari makna, pemahaman dan pengertian 
tentang suatu fenomena, kejadian kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau 
tidak langsung dengan setting yang akan diteliti, kontekstual dan menyeluruh. 
Dalam penelitian kualitatif hal yang dilakukan peneliti adalah mencoba mengerti 
makna suatu kejadian ataau peristiwa,52 Penelitian kualitatif menggunakan metode 
penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan 
dapat diungkapkan.  
Penelitian kualitatif yang bertujuan memahami sebuah fenomena secara apa 
adanya (khususnya dari perspektif subjek) yang di deskripsikan dalam bentuk kata 
dan kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 
berbagai pendekatan yang terdapat didalamnya.53 Adapun penelitian ini dilakukan 
pada konsumen shopee. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan normatif yuridis. 
Berdasarkan konteks penelitian kualitatif, fenomena merupakan sesuatu yang hadir 
dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara tertentu, sesuatu 
 
52 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, (Jakarta: Prenada Media Grup), h. 
111.  
53David Hizkia Tobing dkk, Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif, (Denpasar: Program 
Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016), h. 8. 
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itu tampak menjadi nyata. Jadi, pendekatan fenomenologi selalu difokuskan pada 
menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa, dan hubungannya 
dengan orang-orang dalam situasi tertentu. Sedangkan normatif yuridis merupakan 
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap 
peraturan-peraturan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti.54   
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Interview atau wawancara 
Wawancara secara umum merupakan suatu proses yang dilakukan agar 
dapat memperoleh keterangan untuk tujuan suatu penelitian. 55  Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden 
yaitu konsumen shopee di kota Makassar. Wawancara dilaksanakan oleh peneliti 
dengan terjun langsung ke lapangan secara lisan dan bertatap muka secara 
individual maupun berkelompok. Wawancara ini digunakan apabila ingin 
mengetahui lebih dalam mengenai objek penelitian. Untuk melakukan teknik 
tersebut dilakukan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan 
diajukan kepada informan. 
 
 
54A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Ed. 
1, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),h. 351. 
55Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, h. 111.  
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2. Observasi 
Observasi dalam penelitian merupakan suatu bagian dari pengumpulan data. 
Obsevasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui pengamatan. 
Proses observasi dimulai dengan cara mengidentifikasi tempat yang akan diteliti, 
lalu melakukan pemetaan, sehingga dapat diperoleh mengenai gambaran umum 
sasaran penelitian.56 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik 
dari lembaga, organisasi maupun dari perorangan. Teknik dokumentasi pada 
penelitian merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil 
penelitian. Selain itu penulis juga melakukan dokumentasi trerhadap literatur dan 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.57 Hasil 
penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila 
didukung dengan dokumentasi.  
4. Internet Searching 
Selain melakukan studi pustaka, peneliti juga menggunakan internet sebagai 
bahan acuan yang mendukung kelengkapan referensi penulis dalam menemukan 
fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
 
 
 
56 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan 
Keunggulannya, (Grasindo), h. 112.  
57Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV 
Jejak, 2018), h, 255.  
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D. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 
di lokasi penelitian atau objek penelitian, dalam hal ini wawancara dengan 
konsumen shopee. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah hasil peneliti berupa fakta yang dapat dijadikan bahan 
untuk menyusun suatu informasi, sedangkan yang dimaksud sumber data dalam 
penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh, lewat 
dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya 
buku-buku, artikel dan karya ilmiah. 58  Berdasarkan uraian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber 
tertulis yang terdapat dalam buku dan dokumen. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yaitu suatu alat bantu dan sebagai unsur penting dalam 
sebuah penelitian yang berfungsi sebagai sarana pengumpul data sehingga dapat 
menentukan keberhasilan suatu penelitian. Kualitas instrumen akan menentukan 
kualitas data yang terkumpul. Instrumen penelitian yang digunakan harus 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Sehingga 
nantinya dalam merangkum permasalahan. Adapun alat-alat penelitian yang 
digunakna peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut: 
 
58 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Edisi Revisi V, Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002), h. 107.  
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1. Peneliti itu sendiri 
2. Pedoman wawancara mendalam 
3. Handphone yang berfungsi sebagai kamera dan perekam suara 
4. Alat tulis 
5. Buku, jurnal, dan referensi terkait lainnya.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh 
data. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari  berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 
dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.59 
Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa 
tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:  
1. Reduksi Data 
Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai 
proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan 
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 
Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.60 Kegiatan yang 
dapat dilakukan dalam kegiatan reduksi data antara lain: a) mengumpulkan data dan 
 
59 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
1999), h. 103. 
60 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 92. 
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informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; b) mencari hal-hal yang 
dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.  
2. Penyajian Data 
Penyajian data merupaka kegiatan penyusunan suatu informasi sehingga 
dapat ditarik suatu kesimpulan. 61  Penyajian data dilakukan dengan tujuan 
mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan ataupun bagian 
tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan 
hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian teks naratif, dan didukung 
oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk 
diadakannya suatu kesimpulan. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus-menerus 
sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. 
Peneliti berusaha untuk menganalisis data, mencari pola, tema, hubungan 
persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam 
kesimpulan. Penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan 
intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi serrta 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti.  
G. Uji Keabsahan Data 
Untuk menguji keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan 
teknik didasarkan sejumlah kriteria tertentu.62 Penelitian ini menggunakan berbagai 
 
61 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 
NVIVO, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).  
62  Neuman, W.Lawrence. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 
Kuantitatif. Eds.7. Penerjemah: Edina T. Sofia (Jakarta: PT. Indeks. 2013): h. 14-15. 
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sumber data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah 
menggunakan metode triangulasi. 
Triangulasi sendiri menurut adalah gaungan atau kombinasi berbagai 
metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut 
pandang dan perspektif yang berbeda. Teknik Triangulasi yaitu informasi yang 
diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila interview tersebut 
menggunakan bahan dokumentasi untuk megoreksi keabsahan data atau informasi 
yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.63 Menurut Meleong triangulasi 
merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 
lain, diluar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
terhadap suatu daya tersebut.64 Sedangkan menurut Sugiyono triangulasi sebagai 
teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yakni sebagai berikut:65 
 
1. Triangulasi Teknik. 
Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Misalnya 
data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau 
kuesioner. Bila tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data 
yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 
data bersangkutan atau yang lain, untuk mermastikan data mana yang dianggap 
 
63 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, h. 203. 
64 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 330 
65 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, h. 369. 
39 
 
 
 
yang benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-
beda. 
2. Triangulasi Sumber 
Triangulasi sumber berarti  mendapatkan data dari sumber yang berbeda-
beda dengan teknik yang sama. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data 
tentang gaya kepimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang 
diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke 
teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari tiga sumber tersebut, 
tidak bisa dirata-ratakan seperti penelitain kuantitatif, tetapi dideskripsikan, 
dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik 
dari tiga sumber data tersebut. Data yang dianalisis oleh peneliti sehingga 
meghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (member 
check) dengan tiga sumber data tersebut. 
3. Triangulasi Waktu 
Triangulasi waktu berarti waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas 
data. Pengambilan data harus juga sesuaikan dengan kondisi narasumbernya. 
Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 
dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 
berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukannya secara 
berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 
Penelitian ini menggunakan keabsahan data yaitu pada triangulasi teknik 
dan triangulasi sumber. Pada triangulasi teknik, pengumpulan data peniliti akan 
mengumpulkan hasil wawancara yang mana informasi berasal dari subjek,yaitu 
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konsumen shopee. Sedangkan pada triangulasi sumber, peneliti akan membahas 
tentang perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce menurut hukum 
ekonomi islam dan hukum positif. 
 
  
 41 
 
 BAB IV 
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI E-
COMMERCE MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI  KASUS PADA SHOPEE) 
A. Gambaran Objek Penelitian 
Shopee merupakan salah satu marketplace online untuk jual beli di ponsel 
dengan mudah dan cepat yang berkantor pusat di Singapura dibawah SEA Group. 
Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu 
memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, 
dan Filipina. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari 
produk fashion, elektronik sampai dengan kebutuhan sehari-hari.  Shopee hadir 
dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan 
kegiatan belanja online. 66 
 
Gambar 1.1 Logo Shopee 
 
66https://shopee.co.id/ diakses pada jam 18.54 tanggal 15 Oktober 2019 
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Shopee secara resmi diluncurkan di Indonesia pada tahun 2015. Platform 
ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran 
yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif 
untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, praktis. Chief 
Executive Officer Shopee mengatakan bahwa shopee merupakan platform belanja 
online yang mengusung konsep sosial, dimana penggunanya tak hanya berfokus 
pada jual beli saja, tetapi juga bisa berinteraksi sesame pengguna lewat fitur pesan 
instan langsung.67 
Perkembangan platform shopee berkembang sangat pesat di Indonesia, pada 
akhir 2018 mampu menggandeng hamper 2 juta merchant aktif. Volume 
transaksinya juga diklaim telah bertumbuh pesat. Saat ini angka unduhan shopee 
mencapai 50 juta unduhan.68 
  
Gambar 1. 2 Unduhan Shopee 
 . 
 
67https://en.wikipedia.org/wiki/Shopee diakses pada jam 15.30 Tanggal 18 Oktober 2019 
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Sasaran pengguna shopee  merupakan generasi muda yang terbiasa 
melakukan kegiatan dengan bantuan  menggunakan gadget termasuk dalam 
kegiatan berbelanja. Oleh karenanya, shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile 
guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Adapun  
kategori produk yang ditawarkan shopee seperti, produk fashion, perlengkapan 
rumah tangga, elektronik dan lainnya. Adapun mengenai visi shopee yaitu “ 
menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia” sedangkan misinya “ 
mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”.  
Shopee menawarkan berbagai macam produk kebutuhan wanita dan pria 
yang sesuai dengan gaya fashion di Indonesia. Hal yang menarik dari shopee yakni 
barang yang di tawarkan merupakan barang yang sedang trend saat ini, sehingga 
shopee selalu mengikuti gaya fashion pria dan wanita yang semakin modern.  
Barang yang ditawarkan seperti, pakaian wanita, pakaian pria, alat elektronik, 
perlengkapan rumah tangga hingga kebutuhan olahraga, makanan minuman, 
voucher, perlengkapan bayi, serba-serbi. Hingga saat ini shopee menawarkan 26 
kategori produk.69 
Shopee memberikan layanan kepada penjual dan pelanggan. Para penjual 
dimudahkan untuk menawarkan barang yang di produksi untuk dipasarkan kepada 
konsumen dengan klasifikasi barang sesuai dengan kategori produk yang di 
tawarkan. Shopee juga memudahkan para pelanggan dengan pengiriman barang 
menggunakan jasa kirim yang telah melakukan kerja sama dengan shopee, seperti, 
 
69  https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/ diakses pada jam 08.30 tanggal 19 
oktober 2019 
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JNE, JNT, si cepat dan lain-lain. Dengan adanya layanan tersebut, pelanggan dapat 
memantau proses barang yang dibelinya mulai dari proses pembelian, pembayaran, 
pengiriman, serta pelanggan diberikan fasilitas untuk berinteraksi langsung dengan 
penjual melalui jendela obrolan yang ada dalam website shopee tersebut.70 
B. Pembahasan 
1. Upaya Perlindungan Konsumen Pihak Shopee 
Hadir sebagai layanan marketplace yang menyediakan segala macam 
produk kebutuhan masyarakat yang berdampak pada kemudahan dalam jual beli. 
Saat ini aplikasi shopee sangat populer dan terus melakukan perubahan sehingga 
mampu memberikan pelayanan terbaik sebagai penyedia jasa jual beli online 
terbesar di Indonesia. Terdapat beberapa kelebihan dalam belanja online di shopee 
hal ini diungkapkan dalam salah satu wawancara yaitu: 
“Alasan saya belanja di shopee itu karena harganya murah, cari barangnya 
mudah dan memang saya hobi belanja online”71 
  Shopee menjadi salah satu trend belanja online di masyarakat. Kemudahan 
serta harganya yang terjangkau menjadi daya tarik sendiri sehingga masyarakat 
selaku konsumen tergiur untuk berbelanja di shopee. Berperan sebagai penyedia 
layanan shopee harus memperhatikan aspek konsumen termasuk kepuasan dan 
perlindungan konsumen. Salah satu yang menjadi keluhan berbagai konsumen 
berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen shopee yaitu: 
 
70 https://visimisi95.blogspot.com/2018/03/shopee-visi-dan-misi-e-commerce-
shopee.html diakses pada jam 15.30 tanggal 20 Oktober 2019 
71 Qanitati Azzahra, Mahasiswa, Wawancara, 17 Oktober 2019 
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“Saya pernah pesan barang tapi saat barangnya sampai ternyata beda dengan 
warna barang yang saya pesan”72 
Hal ini juga di ungkapkan oleh konsumen shopee lainnya, terkait masalah 
yang sering dialaminya saat berbelanja online di marketplace tersebut, yaitu 
“Sudah beberapakali saya pesan barang, kemudian barang yang sampai tidak 
sesuai dengan warna dan gambarnya”73 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak konsumen 
shopee yang merasa tidak puas dalam melakukan jual beli di shopee. Akan tetapi, 
dengan adanya berbagai keluhan konsumen, pihak shopee telah memberikan 
kebijakan terkait pengembalian produk dan dana yang tidak sesuai dengan pesanan. 
Adapun produk yang dapat dikembalikan yaitu:  
“Barang tersebut cacat dan/atau rusak saat diterima, penjual telah 
mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati 
misalnya salah ukuran, warna dan sebagainya, barang yang dikirim belum 
sampai kepada pembeli, barang yang dikirimkan kepada pembeli secara 
material berbeda dari deksripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar 
barang”74 
Pada dasarnya shopee telah menjamin kepuasan konsumen dalam melakukan 
pembelanjaan di platform shopee dengan menyediakan layanan pengembalian 
produk sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam aplikasi tersebut.   
Meskipun telah ada kebijakan pengembalian barang namun nyatanya 
konsumen yang mengalami permasalahan yang seperti disebutkan sebelumnya, 
tidak serta merta mengembalikan barangnya. Banyak konsumen yang memilih 
tidak mengembalikan hal ini diketahui setalah melakukan wawancara yaitu: 
 
72 Nurazizah Arifin, Mahasiswa, Wawancara, 17 Oktober 2019. 
73 Nurul Hudaya, Mahasiswa, Wawancara 18 Oktober 2019 
74 https://shopee.co.id/docs/3613, diakses pada jam  15.30 tanggal 21 Oktober 2019 
46 
 
 
 
“Terkadang barang yang sudah saya pesan tidak sesuai dengan gambar yang 
dicantumkan tapi mau tidak mau saya tetap mengambilnya, alasannya yah 
karena sibuk kuliah dan prosesnya yang lumayan panjang dan tidak mau ribet 
saja.75 
Hal ini membuktikan bahwa shopee talah memberikan upaya perlindungan 
dan kepuasan terhadap konsumen dengan memberikan kebijakan tersebut, namun 
tingkat kepuasan konsumen terhadap kebijakan tersebut masih kurang.  Sama 
halnya dengan tanggapan salah satu pelanggan  ketika ditanya mengenai 
mekanisme pengembalian barang yaitu: 
“menurut saya sistem pengembalian shopee sangat merugikan costumer 
karena costumer yang harus menanggung biaya ekspedisi sedangkan yang 
melakukan kesalahan adalah pihak kedua yaitu produsen”76 
Tingkat kepuasan pelanggan memang akan berbeda mengenai suatu 
pelayanan, terkadang ada pelanggan yang sudah merasa puas dengan pelayanan 
tersebut dan ada pula pelanggan yang merasa bahwa pelayanannya sudah cukup 
baik. Berdasarkan kentuan layanan dalam pengembalian barang yang tertera pada 
aplikasi shopee yaitu: 
“Kesalahan yang tidak terduga dari sisi penjual yaitu produk rusak, cacat, atau 
salah dikirimkan kepada pembeli. Penjual dan pembeli akan menanggung 
biaya pengiriman barang tergantung dari kesepakatan antara penjual  dan 
pembeli, apabila penjual dan pembeli mempersengketakan siapa pihak yang 
akan bertanggung jawab terhadap biaya pengiriman barang maka pihak 
shopee sendiri dengan kebijakannya akan menentukan pihak yang harus 
menanggung biaya pengiriman.”77 
Berdasarkan ketentuan tersebut, shopee sebagai media perantara antara 
penjual dan pembeli sepenuhnya telah mengusahkaan agar supaya kepuasan dan 
 
75 St. Nurafni Praniswara, Mahasiswa, Wawancara 17 Oktober 2019 
76 Nurul hudaya, Mahasiswa, Wawancara, 18 Oktober 2019 
77 https://shopee.co.id/docs/3613, diakses pada jam  15.30 tanggal 21 Oktober 2019 
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perlindungan konsumen yang masih menjadi permasalahan masyarakat dalam 
melakukan jual beli online dapat terealisasi secara nyata. Dengan memanfaatkan 
seperangkat prosedur dan pelayanan. 
Mengenai pengembalian dana atas pengembalian barang pihak shopee pun 
memiliki kebijakan terkait hal tersebut yaitu: 
“Uang pembeli hanya akan dikembalikan setelah  shopee menerima 
konfirmasi dari penjual bahwa barang yang dikembalikan telah sampai 
kepada penjual. Apabila tidak mendapatkan konfirmasi tersebut dari penjual 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka shopee memiliki kebebasan 
untuk mengembalikan jumlah yang sesuai kepada pembeli tanpa ada 
pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual. Dana akan dikembalikan ke kartu 
kredit atau akun shopee pay yang sesuai dengan infomasi dari pembeli”78 
Hak penjual dan pembeli telah diupayakan shopee agar tidak ada pihak yang 
merasa dirugikan. Masing-masing penjual dan pembeli memiliki hak yang menjadi 
tanggung jawab shopee. Pengembalian dana sesuai dengan harga barang yang 
dibeli menjadi hak konsumen untuk dikembalikan dan pengembalian barang 
menjadi hak penjual. Sebelum ada pengembalian barang atau terjadi masalah dalam 
transaksi jual beli di shopee antara pihak penjual dan pembeli harus berkomunikasi: 
“Shopee mendorong pengguna untuk melakukan komunikasi satu sama lain 
jika timbul masalah dalam suatu transaksi. Hal tersebut dikarenakan shopee 
hanyalah platform tempat pengguna melakukan perdagangan atau hanya 
sebagai media tempat pertemuan penjual dan pembeli secara online. Pembeli 
harus menghubungi penjual secara langsung melalui aplikasi mobile shopee 
untuk setiap masalah yang berkaitan dengan barang yang dibeli”. 
 Dari kebijakan tersebut, dapat diketahui bahwa ketika ada permasalahan 
yang terjadi antara pembeli dan penjual, sebelum melaporkan kepada pihak shopee 
sebelumnya, kedua pihak yang terlibat dalam jual beli harus melakukan komunikasi 
 
78https://shopee.co.id/docs/3613 diakses pada jam  15.30 tanggal 21 Oktober 2019 
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untuk melakukan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ketika tidak 
ditemukan solusi permasalahan maka pihak shopee yang secara langsung yang akan 
menangani masalah yang terjadi. 
 Shopee hadir sebagai toko online dengan penggunaan terbanyak 
dimasyarakat, sebelum mengakses aplikasi tersebut pembeli harus mencantumkan 
informasi pribadi, seperti data pribadi, nomor rekening dan lain-lain. Adapun 
ketentuan terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen shopee yaitu:  
“kami menerapkan berbagai langkah pengamanan untuk memastikan 
keamanan data pribadi pelanggan. Data pribadi pengguna berada 
dibelakang jaringan yang aman dan hanyaa bisa diakses oleh sejumlah kecil 
karyawan yang memiliki hak akses khusus ke sistem tersebut. Kami akan 
menyimpan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang privasi dan atau 
hukum lain yang berlaku.“79 
Ketentuan terkait perlindungan data pribadi konsumen pada dasarnya 
shopee telah bertanggung jawab. Hanya pihak shopee yang memiliki kebijakan 
tertentu yang dapat melihat data pribadi. Sehingga konsumen tidak perlu khawatir 
jika data pribadi yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut digunakan tidak 
sebagaimana mestinya.  
Berdasarkan hasil wawancara sepenuhnya shopee telah mengupayakan 
perlindungan konsumen dengan memberikan pengembalian barang dan dana. 
Dalam prakteknya pula dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen e-
commerce shopee membuat sebagian konsumen ada yang kecewa karena tidak 
sesuai dengan  pesanannya, walaupun sebagian lain banyak yang merasa puas akan 
kualitas maupun pelayanan. Hal ini semakna dengan dari penelitian terdahulu 
 
79https://shopee.co.id/docs/3613, diakses pada jam  15.30 tanggal 21 Oktober 2019 
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dengan judul jurnal analisa hukum islam terhadap masalah perlindungan konsumen 
yang terjadi atas jual beli e-commerce dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa 
konsumen terdapat beberapaa yang merasa puas dengan layanan jual beli online. 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih menimbulkan dampak 
yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia, segala sesuatu dapat dilakukan 
dengan mudah dengan adanya hal tersebut, termasuk dalam hal ini muamalah. 
Dalam hukum islam muamalah diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan kaidah 
fiqh:  
                ُّلِحْلا ِتهلا هماهعُمْلا ِيف ِطْوُرُّشلا ِيف ُلْصهلأْا لْيِلهدِب َِّلاإ ُة هحاهب ِْلْا هو  
                                                                                           
“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan 
diperbolehkan  kecuali ada dalil yang mengharamkannya” 
Kaidah tersebut menjelaskan mengenai hukum asal persyaratan muamalah 
adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang sebagaimana 
hukum asal muamalah itu sendiri yaitu diperbolehkan. Maka seseorang tidak 
diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad muamalah 
kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larang terhadap persyaratan 
tersebut.80  
Hal ini sejalan dengan bisnis online, dimana muamalah dilakukan hanya 
melalui media sosial tanpa pertemuan antara pembeli dan penjual, mereka hanya 
berkomunikasi secara tidak langsung untuk melakukan pembelian terhadap suatu 
barang. Bisnis online dalam islam dikenal dengan istilah bai salam.  
 
80 https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-
ada-dalil-yang-melarangnya-2.html diakses pada jam 16.00 tanggal 20 Oktober 2019 
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C. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam 
a. Muamalah  
Sebelum mengakses aplikasi shopee, telah dijelaskan sebelum 
penggunaannya mengenai syarat dan ketentuan yang harus di setujui konsumen hal 
ini menghindari hal yang tidak diinginkan dilain waktu yaitu:  
“jika konsumen tidak setuju dengan syarat dan penggunaan tersebut, maka 
konsumen jangan atau berhenti untuk mengakses dan menggunakan 
platform shopee.” 
  Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahawa transkasi shopee telah 
sesuai dengan prinsip dalam muamalah yaitu muamalah dilakukan atas dasar 
sukarela dan tanpa paksaan.  
Karakteristik dalam transaksi shopee hampir sama dengan konvensional, 
yang membedakan adalah media yang digunakannya. Dimana shopee 
menggunakan media online dalam melakukan muamalah. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa transaksi pada e-commerce shopee adalah mubah karena segala 
bentuk muamalah hukumnya adalah  boleh kecuali yang telah ditentukan dalam 
hukum syara.81 Shopee  juga memberikan persyaratan mengenai barang, iklan dan 
lain halnya sebagainya untuk menghindari produk yang terlarang diperjualbelikan. 
Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS An-Nisa/4:29 : 
                       
                              
Terjemahnya: 
 
81Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 3 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”82 
  Transaski pada shopee diatur dalam persyaratan penggunaan layanan umum 
untuk menghindarkan adanya akses negatif konsumen sebagai salah satu 
persyaraatan yang diajukan kepada konsumen yaitu:  
“Dengan ini konsumen setuju untuk selalu mengakses dan/atau 
menggunakan layanan hanya untuk tujuan yang tidak melanggar hukum dan 
dengan cara yang sah dan selanjutnya setuju untuk melakukan kegiatan yang 
berkaitan dengan layanan  dengan itikad baik” 
Sebagaimana prinsip muamalah yakni segala jenis kegiatan muamalah yang 
dilakukan harus mendatangkan manfaat dan kemudharatan. Maka dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan muamalah yang dilakukan shopee sesuai dengan 
prinsip dasar muamalah. Dalam salah satu hadist dijelaskan: 
 ْنهع  . هرا هرِض هلا هو هر هرهض هلا ْنهأ ىهضهق همَّلهس هو ِهْيهلهع ُالله ىَّل هص ِالله هلْوُس هر َّنهأ ِتِما هص ِنْبا هةهده ابُع-
ر نباو دمحأ هاو
ةجام                                                                                              
Artinya: 
“Dari Ubadah bin Shamit, bahsawanya Rasulullah saw menetapkan tidak 
boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas 
kemudharatan” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).83 
Shopee hadir dimasyarakat dengan menawarkan solusi produk dan 
kemudahan dalam berbelanja online dengan menyediakan website yang mudah 
 
82Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 83 
83Mardani, Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 201 
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digunakan dan sistem pembayaran yang lengkap , hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara yaitu: 
“Saya berbelanja di shopee alasannya karena praktis, efesien waktu, dapat 
melakukan perbandingan harga tanpa perlu menguras banyak tenaga dan 
biaya dan juga terpercaya”84 
Hal ini menunjukkan bahwa shopee menjamin kenyamanan konsumen 
dalam berbelanja dan tidak ada tujuan untuk mencurangi konsumen sehingga dalam 
hal ini  transaksi pada shopee telah sesuai dengan prinsip muamalah yaitu bahwa 
muamalah memelihara keadilan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-
Baqarah/2:279 : 
                         
           
Terjemahnya: 
“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu 
tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”85 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan empat 
prinsip muamalah yang dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir yaitu segala bentuk 
muamalah hukumnya adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. 
Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan, muamalah 
dilakukan mendatangkan manfaat dan terhindar dari mudharat, muamalah 
 
84 Nurnikmatul Annisa, Mahasiswa, Wawancara, 16 oktober 2019 
85Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 47 
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memelihara keadilan berarti bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung 
unsur penindasan tidak dibenarkan.86   
b. Jual Beli 
E-commerce  merupakan metode untuk menjual produk secara online dengan 
memanfaatkan fasilitas internet yang efektif.87 Oleh karenanya, para pihak yang 
terlibat dalam jual beli ini, baik konsumen maupun penjualnya harus mampu benar-
benar menggunakan internet. Transaksi pada e-commerce shopee adalah bentuk 
jual beli tanpa pertemuan antar penjual yang menawarkan barang atau jasa dan 
pembeli yang membutuhkan barang dan jasa tersebut. Mereka hanya 
berkomunikasi melalui media internet yang disediakan shopee. Sehingga salah satu 
rukun dalam jual  beli telah terpenuhi yaitu adanya penjual dan pembeli. 
Penawaran yang diberikan oleh shopee yaitu terdiri dari berbagai jenis 
produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan barang dan jasa. 
Produknya tersebut di tampilkan pada katalog barang. Berdasarkan hasil 
wawancara: 
“shopee menawarkan berbagai macam produk, sehingga bebas memilih 
barang yang saya maui, biasanya saya beli tas, kosmetik, aksesiris hp, jilbab, 
dan buku”88 
 Dengan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa shopee menawarkan 
berbagai macam produk yang tersedia di katalog disertai dengan keterangan harga. 
 
86 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gema Media Pustaka, 2007), h. 7 
87Shabur Miftah Maulana Dkk, Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan 
Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang), Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 29 
No. 1 (2015): h. 45 
88 Noonmala, Mahasiswa, Wawancara, 17 Oktober 2019. 
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Setiap barang yang dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan dengan beraneka 
ragam harga. Maka dapat disimpulkan bahwa shopee telah memenuhi rukun kedua 
jual beli yaitu terdapat objek transaksi berupa barang dan harga. 
Transkasi jual beli yang dilakukan harus terdapat akad dan kesepakatan. Jika 
telah terjadi akad dan kesepakatan antara penjual dan pembeli maka jual beli 
tersebut dapat dikatakan telah dijalankan89. Hal ini pula berlaku dalam shopee yakni 
sesuai wawancara: 
“Kalo ingin berbelanja di shopee caranya itu, download aplikasi, buka 
aplikasi dengan mengisi identitas diri kemudian setelah terdownload kita 
dapat berbelanja setiap saat di shopee dengan mencari barang yang 
diinginkan apabila barangnya sudah ketemu buka profil toko yang menjual 
barang tersebut lalu mengirimkan pesan kepada admin toko tentang 
persediaan barang yang ingin dibeli, apabila penjualnya mengatakan ready 
stock lalu kita masukkan ke keranjang belanja lalu mengonfirmasi pembelian 
lalu kita diarahkan untuk mentransfer sesuai dengan jumlah harga barang 
yang dipesan”90 
Shopee telah memenuhi rukun jual beli yakni dengan terjadinya akad dan 
kesepakatan antara  konsumen yang akan membeli barang serta penjual 
menawarkan barang sesuai dengan harga di keterangan di aplikasi shopee. 
c. Khiyar 
Islam mengenal suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya 
perjanjian jual beli yang berkaitan dengan akad dengan perjanjian jual beli yang 
disebut dengan hak khiyar. Ketentuan khiyar diharapkan dapat memberikan 
perlindungan hukum sehingga kedudukan konsumen dapat menjadi kuat dalam 
 
89Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 
Volume 3 Nomor 2 (2015): h. 241. 
90Nurazizah Arifin, Mahasiswa, Wawancara, 17 Oktober 2019 
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pembelian suatu produk dan jasa. Ketentuan ini bertujuan untuk menyempurnakan 
kesepakatan para pihak yang bertransaksi.91 
Ketentuan mengenai khiyar pada aplikasi shopee dikiaskan dengan adanya 
kebijakan pengembalian dana dengan pesyaratan yang telah ditetapkan. Barang 
yang dikembalikan berupa barang yang secara fundamental berbeda dengan produk 
yang ditetapkan dalam kontrak, barang yang sampai kepada pembeli rusak, cacat, 
atau tidak sesuai dengan barang yang dipesan maka kewajiban shopee hanya 
terbatas pada pengembalian produk tersebut, tanpa mencarikan barang pengganti. 
Hal ini dilihat dalam ketentuan pengembalian barang: 
“pembeli hanya boleh mengajukan permohonan pengembalian barang dan 
atau pengembalian dana dalam situasi sebagai berikut: barang belum 
diterima pembeli, barang  tersebut cacat dan atau rusak saat diterima, 
penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau 
spesifikasi yang telah disepakati, penjual mengirimkan barang yang tidak 
sesuai misalnya beda warna, bentuk, ukuran” 
Ketentuan layanan yang telah ditampilkan pada e-commerce shopee  maka 
dapat diklasifikasikan khiyar yang diterapkan yaitu:  Khiyar syarat merupakan hak 
pilih bagi konsumen untuk melanjutkan atau ingin membatalkan akad yang telah 
terjadi bagi masing-masing pihak atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Sesuai 
dengan kebijakan pengembalian barang di  shopee yang memberikan jangka waktu 
untuk pengembalian barang yang tidak sesuai selama 14 hari terhitung dari 
konsumen menerima barang tersebut, maka konsumen boleh mengembalikan 
 
91Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan 
Implementasi), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), h. 51. 
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barangnya yang tidak sesuai selama jangka waktu tersebut. Dalam hadist 
disebutkan:92 
 ِناهعِ يهبْلا : هلاهق ملسو هيلع الله ىلصِهَّللا هلوُس هر َّنهأ ٍما هزِح ِنْب ِميِك هح ْنهع ِثِرا هحْلا ِنْب ِ َّاللَ ِدْبهع ْنهع
 همهتهك ْنِإ هو ا همِهِعْيهب ِىف ا همُههل هكِرُوب اهنَّيهب هو اهقهد هص ِْنإهف اهقِرهتْفهي ْمهل ا هم ِراهيِخْلِاب ُةهك هرهبْلا ِتهقِحُم اهبهذهك هو ا   ْنِم
                                                         هراهتْخهي ْوهأ اهق َّرهفهتهي ىَّت هح هدُواهد ُوبهأ هلاهق .ا همِهِعْيهب 
  
 
Artinya: 
“Dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahsawanya Rasulullah 
Saw bersabda: dua oeang yang melakukan jual beli selama mereka berpisah, 
jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya 
diberkahi dalam jual beli, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau 
berdusta , niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. 
Abu Dawud berkata sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual 
beli dengan khiyar” 
Khiyar aib merupakan suatu hak pilih konsumen untuk tetap melanjutkan 
atau membatal akad yang terjadi dikarenakan adanya cacat atau aib pada barang 
tersebut93 . Dalam hal ini kebijakan shopee apabila barang yang diterima oleh 
konsumen secara fundamental tidak sama seperti apa yang terlihat dalam aplikasi 
maka pembeli boleh mengirimkan kembali barang tersebut. Dijelaskan dalam salah 
satu hadist: 
 هعاهب ٍمِلْسُمِل ُّلِحهي هلا ِمِلْسُمْلا وُخهأ ُمِلْسُمْلا ُلُوقهي همَّلهس هو ِهْيهلهع ُ َّاللَ ىَّل هص ِ َّاللَ هلوُس هر ُتْعِمهس  ِهيِخهأ ْنِم
َّيهب َِّلاإ ٌبْيهع ِهِيف ًاعْيهب ُههل ُههن                                                                                     
 
 
92Mardani, Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah, h. 201 
93Galuh Tri Pambekti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli 
On-Line di Indonesia, Jurnal Akses, Volume 12 Nomor 24 (2017): h. 94. 
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Artinya: 
“Aku telah mendengar  Rasulullah Saw bersabda: seorang muslim adalah 
saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual 
barangnya kepada saudaranya kecuali apabila ia telah menjelaskannya.” 
(HR. Riwayat Muslim) 
Khiyar rukyat merupakan suatu pilihan yang dapat digunakan pembeli 
apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, 
hal ini dikarenakan dalam transaksi jual beli online pembeli hanya dapat 
mengetahui sifat-sifat. Dalam salah satu hadist dijelaskan mengenai persyaratan:94 
 هلهع هنوُمِلْسُمْلا : هلاهق همَّلهس هو ِهْيهلهع ُالله ىَّل هص ِ َّاللَ هلوُس هر َّنهأ ،ُهْنهع ُ َّاللَ هيِض هر هة هرْي هُره ِيبهأ ْنهع ى
 ْل ُّصلا هو ْمِهِطوُرُش         ِمِلْسُمْلا هنْيهب ٌِزئا هج ُح  
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasullah Saw bersabda: seorang muslim 
terikat dengan (persyaratan yang dibuat) oleh mereka, mengadakan 
perjanjian, perdamaian adalah diperbolehkan sesame muslim” HR. Hakim 
Jika terjadi perbedaaan spesifikasi maka pihak shopee memberikan kebijakan 
pengembalian barang dan dana. Ketentuan mengenai pengembalian dana telah 
dijelaskan dalam ketentuan layanan dimana pihak shopee membutuhkan 3 hari 
untuk mengumpulkan data-data pendukung untuk memperkuat pembeli, lalu 
menghubungi penjual, setelah 3 hari jangka waktu yang ditetapkan pihak penjual 
dan pembeli tidak merespon maka shopee akan membuat keputusan sesuai hasil 
investigasi. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu dalam jurnal Ratu 
Humaemah dimana dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan hukum 
 
94Mardani, Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah, h. 209 
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konsumen dalam transaksi online terpenuhi dengan adanya hak khiyar. Sehingga 
konsumen dapat merasa nyaman dalam berbelanja 
2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif 
a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Undang-Undang perlindungan konsumen memiliki beberapa asas yang 
hampir sama dengan asas dalam muamalah seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Selain itu perlindungan konsumen  juga memiliki tujuan yang akan 
dicapai sebagai wujud terciptanya konsumen yang merasa terlindungi. 
Sebagaimana yang dapat dilihat mengenai peraturan shopee, terdapat aturan 
yang cukup detail tentang penggunaan dan syarat penjualan pada platform tersebut. 
Hal tersebut untuk menghindari kekeliruan konsumen dalam menggunakan aplikasi 
tersebut. Adapun tujuan perlindungan konsumen yang pertama yaitu: 
“meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam 
melindungi diri”95 
Tujuan perlindungan konsumen yang pertama telah direalisasikan pada 
aplikasi shopee. Hal ini dilihat dari peraturan kebijakan yang dikeluarkan shopee 
sebelum konsumen mengakses aplikasi tersebut. Tugas sebagai konsumen yang 
cerdas yaitu membaca dan memahami serta mengerti segala ketentuan yang tertera 
pada peraturan sebelum melakukan pembelian.  
Sistem transaksi dalam e-commerce memberikan harus memberikan infomasi 
yang jelas terhadap pilihan barang yang sangat beraneka ragam pada situs belanja. 
 
95Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 6 
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Karena shopee merupakan marketplace dan juga bisnis retail informasi mengenai 
pilihan barang harus disediakan. Berdasarkan hasil wawancara: 
“di shopee itu banyak toko yang menyediakan barang dan model yang sama 
tetapi harganya macam-macam ada harga paling murah sampai paling mahal” 
96 
Dari hasil wawancara dan kebijakan layanan tersebut diketahui bahwa shopee 
telah memberikan informasi yang jelas mengenai barang, harga dan lainnya. Shopee 
juga mmberikan hak pengembalian jika memenuhi syarat, hak untuk bertanya dan 
menyampaikan keluhan. Oleh karenanya hal tersebut telah sesuai dengan tujuan 
perlindungan konsumen yang ketiga yaitu” 
“meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.” 
Pada transaksi shopee hal pertama yang dilakukan konsumen adalah melihat 
katalog untuk memilih suatu produk melalui aplikasi di android maupun browsing 
pada situs shopee. Adapun tujuan perlindungan konsumen yang yang keenam yaitu 
meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha 
produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
konsumen. Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen yaitu: 
“Alasan saya berbelanja di shopee itu karena ada voucher gratisnya, banyak 
promo, dan barang yang dijual itu lebih komplit dibandingkan dengan 
marketplace lainnya”97 
Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu penjual yang menjual barangnya di 
shopee yaitu: 
 
96 Nuazizah Arifin, Mahasiswa, Wawancara, Tanggan 17 Oktober 2019 
97Meyska Fardani, Mahasiswa, Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2019 
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“Keuntungannya berjualan di shopee itu produknya mudah terjual, pembeli 
memperoleh gratis ongkir, penjual dan pembeli aman melakukan transaksi 
melalui shopee”98 
Dengan hasil wawancara tersebut pada dasarnya shopee telah sesuai dengan 
tujuan perlindungan konsumen, dimana shopee memberikan kemudahan, 
keamanan bagi pembeli dan juga penjual dalam melakukan transaksi. Selain itu, 
shopeepun melakukan pembaharuan dalam pelayanan untuk menjamin kenyaman 
pembeli dan penjualnya dengan memberikan voucher, gratis ongkos kirim dan lain 
sebagainya yang dapat menjadi daya tarik bagi pembeli serta memberi dampak 
kenyamanan dalam melakukan pembelian. 
Selain dari aspek tujuan perlindungan konsumen menurut UUPK, untuk 
melihat perlindungan bagi konsumen juga melalui aspek pemenuhan hak-hak 
konsumen terhadap dalam melakukan suatu transaksi. Adapun hak konsumen yang 
pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, dalam 
mengomsumsi suatu barang dan jasa99. Sesuai dengan wawancara yaitu: 
“sistem pembayaran di shopee itu sangat mudah sekali  karena bisa lewat 
mana saja, minimarket dan atm. Tapi kalo saya seringnya pake atm karena 
tidak sampai satu menit pembayarannya sudah terverivikasi”100 
Konsumen lainpun merasa nyaman saat berbelanja di shopee yaitu sesuai 
wawancara: 
“Saya selalu puas ketika berbelanja di shopee karena barang yang dibeli 
sesuai dengan gambar, alhamdulillah saya tidak pernah mengalami 
ketidaksesuaian barang yang sampai”101 
 
98Musfirah Rahman, Mahasiswa, Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2019 
99Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 4 
100Qanitati Azzahra, Mahasiswa, Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2019 
101Melani Sulaeman, Mahasiswa, Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2019 
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Shopee sebagai situs belanja online ternyata mampu memberikan kenyamaan 
dan keamanan bagi konsumen dalam berbelanja. Aspek keselamatan dapat dilihat 
ketika konsumen tidak perlu repot untuk keluar rumah ketika ingin membeli suatu 
produk.  
Hak konsumen yang kedua yaitu  hak untuk memilih barang atau jasa serta 
mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan. Berdasarkan hasil wawancara di peroleh informasi: 
“Barang yang dijual shopee  itu sangat beragam, mulai dari tas, kosmetik dan 
lain-lain tersedia di katalognya”102 
Sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia shopee terus melakukan 
inovasi dan pengembangan, mulai aplikasi hingga barang yang disediakan pada 
katalog. Hal tersebut pun dapat dilihat dari kepuasan konsumen berdasarkan hasil 
wawancara sebelumnya, terkait barang yang dijual di shopee. Banyak konsumen 
yang memilih berbelanja di shopee dengan alasan barang yang dijual 
beranekaragam.  
Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
suatu barang dan jasa103. Dalam hal ini shopee membatasi diri terhadap tanggung 
jawab terkait suatu barang dan jasa. Konsumen yang menjadi pelanggan shopee 
cukup banyak mengalami masalah dalam berbelanja barang. Sebagaimana 
diungkapkan oleh salah satu pelanggan yaitu: 
“saya pernah beli barang di shopee dan barang yang sampai itu tidak sesuai 
dengan foto yang ditampilkan dikatalog”104 
 
102Nurawaliah Arwing, Mahasiswa, Wawancara, Tanggal 18 Oktober 2019 
103Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal  4 
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Selanjutnya yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/jasa yang digunakan. Dalam hal ini shopee memberikan kebebasan kepada 
konsumen untuk menyampaikan pertanyaan, atapun keluhannya dengan 
menyediakan layanan costumer service. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 
yaitu: 
“Jika terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang dipesan maka 
saya akan langsung complain ke cs, tapi kalo Cuma beda warna dan itu 
kebutuhan pribadi serta kualitasnya masih sama dengan yang dijanjikan maka 
saya tidak akan melakukan pengembalian”105 
 Setiap konsumen pasti memerlukan perlindungan hukum jika mengalami 
permasalahan atau sengketa. Sebagaimana hak konsumen dalam UUPK yaitu hak 
untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 
perlindungan konsumen secara patut106. Dalam hal ini jika terjadi sengketa antara 
konsumen dan penjual maka shopee yang turun langsung untuk mengatasi masalah 
tersebut. 
Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak 
konsumen termasuk hak yang perwujudannya kembali kepada pribadi masing-
masing, yaitu bagaimana menjadi konsumen yang cerdas. Shopee telah 
menyiapkkan berbagai infomasi sebagai konsumen kita harus mampu memahami 
peraturan dan kebijakan sehingga terhindar dari persengkataan maupun kesalahan 
dalam pembelian. 
 
105 Nurul hudayah, Mahasiswa, Wawancara, Tanggal 18 Oktober 2019 
106 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal  4 
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Adapun mengenai hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif, hal ini berarti ketika mendownload dan menggunakan aplikasi shopee 
berarti telah menjadi pelanggan situs tersebut. Apabila secara sah menjadi 
pelanggan dari shopee konsumen harus memahami syarat dan ketentuan baik 
penggunaan maupun penjualannya.  
Hak konsumen yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, 
ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya107. Shopee telah memberikan 
kebijakan pengembalian dana jika sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Akan 
tetapi terdapat permasalah yang muncul terhadapa kebeijakan pengembalian dana 
tersebut, yaitu: 
“Saya pernah bermasalah dengan customer service shopee, waktu itu saya 
melakukan pembayaran transfer dicek otomatis. Setelah di transfer shopee 
melakukan pembatalan transaksi dengan  alasan bahwa belum melakukan 
pembayaran. Lalu saya complain, banyak sekali prosedur yang harus diikuti 
termasuk menginput rekening koran setelah saya menginput semuanya 
sampai dua bulan uang saya belum di refund, bahwa sampai sekarang tidak 
ada kejelasan.” 
Secara keseluruhan hak konsumen shopee telah mengupayakan untuk 
memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana yang diatur dalam 
UUPK, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait 
dengan pembelian pada shopee misalnya, ketidaksesuain barang yang diterima 
pelanggan berdasarkan hasil wawancara hampir konsumen shopee pernah 
mengalami hal tersebut. Akan tetapi, masih banyak konsumen yang memilih tidak 
mengembalikan dikarenakan prosesnya yang rumit, dan adapula yang menganggap 
 
107 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal  4 
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tidak penting untuk dikembalikan jika hanya perbedaan warna jika kualitasnya 
masih sama dengan yang dijanjikan.   
Terkait hal tersebut hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar 
dan jujur terkait barang dan jasa tidak terealisasi atau masih banyak mengalami 
kendala, akan tetapi ini sepenuhnya bukan merupakan kesalahan pihak shopee 
semata tetapi bisa jadi masalah yang timbul akibat kelalaian penjual yang menjual 
brang di shopee. Hal tersebut juga diungkapkan dalam penelitian terdahulu oleh  
Bayu Adi Nugroho dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sepenuhnya 
UUPK belum dapat memberikan perlindungan kepada konsumen secara 
keseluruhan, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengertian perlindungan 
hak konsumen oleh pelaku usaha dan keterbatasan hak-hak konsumen dalam 
undang-undang tersebut. 
3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Sebagai pelaku transaksi elektronik, shopee tunduk kepada aturan hukum 
yang berlaku di Indonesia. Atauran tersebut yaitu Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UUITE), undang-undang berlaku bagi semua pengguna 
internet termasuk yang melakuakn jual beli. Aturan mengenai transaksi elektronik 
yaitu: 
“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam 
melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau 
dokumen eletronik selama transaski berlangsung”108 
 
108 Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 17 
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Apabila aturan tersebut bila dibandingkan dengan ketentuan layanan di 
shopee, maka peraturan yang terdapat dalam UUITE Pasal 17 tersebut semakna 
dengan syarat dan ketentuan layanan shopee yaitu: 
“Untuk selalu mengakses dan/atau menggunakan layanan hanya untuk 
tujuan yang tidak melanggar hukum dan dengan cara yang sah 
selanjutnyauntuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan layanan 
dengan itikiad baik” 
Selanjutnya ketentuan transaksi yang diatur dalam pasal 18 Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: 
“Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik 
mengikat para pihak” 
Shopee pun telah membuat aturan yang semakna dengan aturan yang 
terdapat dalam UUITE tersebut yaitu: 
“Dengan menggunakan layanan shopee atau membuka akun anda 
memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat diganggu atas 
persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta 
kebijakan yang disebutkan dan terikat” 
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 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelelitian yang dilakukan peneliti terkait perlindungan 
konsumen dalam transaksi e-commerce shopee adalah sebagai berikut: 
1. Upaya perlindungan hukum konsumen dalam jual beli di shopee diatur dalam 
ketentuan syarat dan layanan shopee. Segala aturan terkait jual beli maupun 
penggunaan tertera pada layanan tersebut. Upaya perlindungan konsumen di 
shopee terfokuskan pada pengembalian barang (return) dan pengembalian 
dana (refund). Jika terjadi kesalahan terhadap barang yang diterima terlebih 
dahulu konsumen berkomunikasi dengan penjual melalui chat yang 
disediakan pada platform shopee. Apabila akan melakukan pengembalian 
barang maka pihak shopee telah memberikan prosedur pengembalian dengan 
syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya shopee akan mengembalikan 
dana pembeli apabila telah memperoleh konfirmasi dari penjual bahwa 
barang yang di return telah sampai. Selain itu bentuk upaya perlindungan 
konsumen shopee juga terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen 
dimana hal tersebut diatur dalam ketentuan layanan. Segala informasi pribadi 
pembeli dan penjual yang dimasukkan pada saat menggunakan platform 
tersebut akan digunakan sebagaimana mestinya. 
2. Perlindungan hak konsumen dalam transaksi pada shopee pada dasarnya telah 
sesuai, dimana terdapat hak khiyar. Yang terkandung didalamnya hak khiyar 
syarat, khiyar rukyat, dan khiyar aib yaitu dalam pengembalian barang 
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(return) dan juga pengembalian dana (refund). Sedangkan menurut hukum 
positif perlindungan hak konsumen berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen sebagian besar aturan telah sesuai, namun masih 
terdapat aturan lain yang belum sesuai yaitu terkait dengan mekanisme 
pengembalian barang dan dana, dimana masih banyak konsumen yang 
memilih tidak melakukan pengembalian dengan alasan mekanismenya yang 
sulit. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik shopee 
telah membuat aturan yang dapat memberikan kemudahan dan perlindungan 
kepada konsumen. 
B. Implikasi Penelitian  
Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka peneliti berpendapat terdapat 
beberapa implikasi terkait dengan penelitian ini yaitu: 
1. Di harapkan konsumen harus lebih cerdas dengan membaca segala peraturan 
dan ketentuan layanan sebelum melakukan transaksi jual beli dan juga ketika 
ingin membeli suatu barang agar memperhatikan dengan baik keterangan 
yang tedapat pada gambar barang yang disediakan.  
2. Shopee dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan yang dibuat 
dan implementasinya agar transaksi dapat berjalan dengan baik. Serta poses 
pengembalian barang dan dana dipercepat, prosedur yang harus 
memudahkan konsumen dan adanya kepastian terkait dengan pengembalian 
dana kepada konsumen. 
3. Perlunya dibuat forum online yang dapat menampung segala informasi serta 
pengaduan pelanggan. 
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 MANUSKRIP 
 
Penjual:  
1. Bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk memasarkan barang di 
shopee? 
2. Apa faktor yang mempengaruhi anda ingin menjual barang dagangan di 
shopee? 
3. Sejauh mana keuntungan yang anda dapatkan dengan memasarkan barang 
dagangan di shopee? 
4. Bagaimana mekanisme penjualan barang dagangan di shopee? 
5. Jika terjadi return atau ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen, 
siapakah yang bertanggung jawab? Pihak shopee? Atau penjual? 
6. Apa kendala yang dialami selama memasarkan barang dagangan di 
shopee? 
7. Yang mana lebih menguntungkan menjual barang dagangan di shopee atau 
menjual langsung dengan online shop yang dikelola sendiri? 
Konsumen: 
1. Apa faktor yang mempengaruhi anda ingin mekakukan transaksi jual beli 
di shopee? 
2. Bagaimana mekanisme dalam melakukan jual beli di shopee? 
3. Barang apa saja yang biasa anda dibeli di shopee? 
4. Pernahkah anda mengalami ketidakpuasan dalam jual beli di shopee? 
5. Bagaimana system pembayaran dalam jual beli di shopee? Apakah 
menurut anda ramah konsumen ? 
6. Bagaimanaa kesesuaian estimasi waktu pengiriman barang di shopee? 
7. Jika terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima apakah anda 
mengembalikan barang tersebut atau tidak? 
8. Bagaimana mekanisme pengembalian barang apabila terjadi return? 
9. Bagaimana pelayanan konsumen dari pihak shopee? 
  
 
10. Pernahkah anda mengalami penipuan selama berbelanja di shopee? Jika 
pernah apakah anda melaporkan atau tidak? 
  
  
 
  Gambar barang yang dibeli oleh salah satu konsumen shopee  
 
 
 
 
  
 
  Wawancara dengan Konsumen Shoopee 
 
 
 
 
 
  
 
 Gambar jumlah unduhan aplikasi shopee di google play store 
 
Gambar layanan bantuan di aplikasi shopee 
 
 
 
 
  
 
 Gambar produk yang dijual di aplikasi shopee 
 
  
  
 
 Wawancara dengan konsumen  
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